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MOTTO

“So, do not become weak (against your enemy), nor be sad, and you will be
superior (in victory) if you are indeed (true) believers.”

QS. Ali ‘Imran [3]:139

Dipersembahkan untuk:

o Allah Subhannahu Wa Ta’ala
e Diri sendiri

¢ Kedua Orangtua dan saudara
e Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya
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ABSTRAK

Nama : Nadya Putri Salsabila
NIM :02011281823238

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen WNI Atas Wanprestasi Oleh Pelaku
Usaha Asing Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online

Penclitian ini penting dilakukan karena jual beli online, yang melibatkan pelaku
usaha asing dan konsumen Indonesia, dapat menimbulkan berbagai isu hukum
terkait wanprestasi dan perlindungan konsumen. Permasalahan utama dalam
konteks transaksi e-commerce lintas negara adalah penerapan hukum yang efektif
untuk menangani sengketa dan perlindungan konsumen. Pada transaksi jual beli
online internasional, tantangan utama terletak pada perbedaan sistem hukum antar
negara, yang sering kali mempersulit penegakan hak dan kewajiban kedua belah
plh_ak. Kct'ih terjadi wanprestasi oleh pelaku usaha asing, konsumen di negara asal
sering kali menghadapi kesulitan dalam mencari jalan keluar hukum yang adil dan
sesuai. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang dapat menjembatani
perbedaan sistem hukum ini, serta ketentuan yang jelas dan efektif untuk
perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik. Metode penelitian
yang digunakan mencakup analisis yuridis terbadap UU ITE dan PP PSTE terkait
perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa meskipun transaksi dilakukan secara online, perlindungan
hukum tetap berlaku sesuai dengan ketentuan hukum nasional, dengan kontrak
elektronik harus memuat elemen penting seperti identitas pihak, spesifikasi objek,
dan prosedur pengembalian barang. Dengan demikian, konsumen yang dirugikan
oleh wanprestasi pelaku usaha asing dapat menggunakan instrumen hukum tersebut
untuk memperoleh penyelesaian yang adil.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Transaksi Elektronik, Wanprestasi, Pelaku

Usaha Asing, Konsumen.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan konsumen melibatkan berbagai upaya untuk memastikan
adanya kepastian hukum yang bertujuan memberikan perlindungan kepada
konsumen. Salah satu aspek penting dalam perlindungan konsumen adalah aspek
hukum. Di Indonesia, hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain itu, perlindungan konsumen
tidak hanya berfokus pada aspek hukum saja, tetapi juga mempertimbangkan
kepentingan konsumen yang sudah ada bahkan sebelum barang dan/atau jasa
diproduksi. Pemikiran yang komprehensif dibutuhkan untuk menjamin
perlindungan konsumen secara menyeluruh.?

Menurut Ketentuan Umum UUPK, pengertian perlindungan konsumen
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen.? Perlindungan terhadap konsumen membutuhkan
pemikiran yang luas, tidak bisa dikaji hanya dari aspek hukum, mengingat
kepentingan konsumen pada dasarnya sudah ada sejak sebelum barang dan/atau
jasa diproduksi.

Konsumen sering kali diabaikan hak-haknya oleh pelaku usaha dalam

transaksi ekonomi. Penting untuk melindungi kepentingan konsumen agar tercipta

'Ruth Serenia, “Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi
jual beli pada situs belanja online shopee”, skripsi, Medan: USU, 2019, him.1
2Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



keseimbangan dalam hubungan ekonomi. Seiring dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, perlindungan hak konsumen menjadi semakin penting,
baik secara materi maupun non materi. Maka, upaya melindungi hak-hak konsumen
menjadi isu yang rumit dan mendesak, terutama di Indonesia, sehingga perlu
ditangani dengan serius dan efektif.

Situasi ini sebenarnya menguntungkan konsumen, karena kebutuhan barang
atau jasa yang mereka inginkan bisa terpenuhi. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut
membuat posisi konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha. Konsumen sering
berada di posisi yang lemah karena dijadikan objek bisnis untuk meraih keuntungan
besar, melalui promosi dan metode penjualan yang bisa merugikan mereka.
Menurut UUPK di Indonesia, konsumen berhak menuntut pelaku usaha jika
mengalami kerugian, sesuai dengan pasal yang dilanggar dalam undang-undang
tersebut. Perlindungan konsumen ini berlaku tidak hanya untuk transaksi dengan
pelaku usaha di Indonesia, tetapi juga dengan pelaku usaha asing. Namun, untuk
transaksi dengan pelaku usaha asing, konsumen Indonesia tidak bisa menuntut
kerugian berdasarkan UUPK, karena pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK
harus berada di wilayah Indonesia, sesuai Pasal 1 Ayat (3).

Pada jual beli online melalui e-commerce, pelaku usaha dan konsumen tidak
berinteraksi secara langsung dan tidak membuat kesepakatan secara tatap muka.
Kondisi ini bisa menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama jika salah satu
pihak tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pelanggaran hukum, yang
dapat menyebabkan sengketa. Masalah ini menjadi lebih rumit ketika transaksi e-
commerce melibatkan pihak-pihak dari dua negara berbeda, karena akan muncul

persoalan tentang hukum mana yang harus diterapkan. Hal ini menjadi salah satu



tantangan besar bagi perkembangan e-commerce di masa depan, khususnya dalam
menyelesaikan sengketa perdagangan internasional antara pelaku usaha dan
konsumen.®

Jual beli online adalah jenis transaksi yang muncul berkat perkembangan
teknologi, dengan tujuan utama mempermudah waktu dan lokasi. Pada praktiknya,
transaksi ini tidak lagi mempertemukan pelaku usaha dan konsumen di satu tempat.
Semua dilakukan melalui aplikasi, situs web, media sosial, atau platform online
lainnya, dan pembayarannya bisa dilakukan lewat internet, mobile banking, transfer
bank, atau di minimarket yang sudah disediakan. Ada banyak platform belanja
online di Indonesia, seperti Zalora, Sephora dan media sosial seperti Facebook dan
Instagram. Karena akses teknologi yang mudah, masyarakat Indonesia tidak hanya
berbelanja di situs lokal, tetapi juga di situs asing seperti Amazon, yang menjual
alat elektronik dan produk rumah tangga dengan layanan pengiriman ke seluruh
dunia, termasuk Indonesia.

Sistem e-commerce, media sosial, dan berbagai situs tersebut meskipun
mempermudah konsumen dan pelaku usaha antar pulau bahkan negara, tetap tidak
terlepas dari kekurangan-kekurangan yang sering merugikan konsumen.
Kekurangan tersebut antara lain, ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang
dijanjikan, rentan aksi penipuan yakni banyak kasus ketika pembeli telah mengirim
sejumlah uang yang disepakati tetapi barang yang dibeli tidak dikirim,

ketidaktepatan waktu pengiriman barang, ketidakamanan transaksi mulai dari,

3 Ervita Tri Aryani dan Munawar Khalil. “Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional
antara Penjual dan Pembeli dalam Transaksi E-commerce.” Privat Law, Vol.09 Nomor 01 tahun
2021, him. 2-6



pembayaran menggunakan kartu kredit milik orang lain (pembajakan), akses ilegal
ke sistem informasi (hacking), perusakan website sampai dengan pencurian data.*
Wanprestasi dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian antara barang yang
diterima dengan barang yang dipesan oleh konsumen® merupakan hal yang sering
terjadi dalam perjanjian jual beli online, baik melalui media sosial, marketplace,
dan situs online lokal maupun asing. Narbeth Reich dalam bukunya Protection of
Consumers Economic Interest by the EC Contract Law, pernah merumuskan bahwa
masalah yang sering dihadapi konsumen dalam transaksi jual beli online adalah
meliputi segala sikap pelaku usaha yang bertindak tidak jujur pada saat kontrak jual
beli dilakukan, seperti ketidakjelasan isi dari kontrak standar, cacat produk
(defective products), dan ketidakpuasan atas jasa yang ditawarkan (unsatisfactory
services), iklan yang menyesatkan, serta layanan purna jual.® Banyak fenomena di
mana terkadang barang yang dikirim oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan ulasan
yang ada pada iklan mereka, sehingga ketika barang sudah diterima oleh pembeli
atau konsumen mereka akan merasa dirugikan, dan ketika hal ini terjadi para pelaku
usaha memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengembalikan barang
tersebut dan berjanji untuk mengganti dengan barang yang sesuai. Namun dengan
catatan bahwa ongkos atau biaya pengiriman ulang harus ditanggung oleh
konsumen. Hal demikianlah yang menjadi salah satu permasalahan yang ada dalam

transaksi jual beli online. Terutama apabila pelaku usaha merupakan pelaku usaha

4Tim BPKN, “Kajian Perlindungan E-commerce di Indonesia”, http://www.bpkn.go.id
diakses pada 4 September 2021, him. 2

>Tim Qonsumen, “Berbelanja di Shopee”, http://www.qonsumen.com, diakses pada 4
September 2021.

®Nurlaeni Faizal, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di PT.

Shopee Internasional Indonesia”, skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2019, him.6



asing, tentu saja hal ini akan sangat merugikan konsumen yang merupakan Warga
Negara Indonesia (WNI).

Pada era teknologi yang semakin maju, pelaku usaha asing dapat dengan
mudah memasuki pasar online di Indonesia. Marketplace seperti Zalora
menyediakan tempat khusus bagi pelaku usaha asing untuk menjual produknya di
Indonesia. Selain menggunakan marketplace, pelaku usaha asing juga memasarkan
produk mereka lewat media sosial seperti Facebook dan Instagram. Tetapi, regulasi
yang masih lemah dan kurangnya kebijakan serta itikad baik dari beberapa pelaku
usaha membuat konsumen rentan terhadap ancaman. Masalah seperti kurangnya
perlindungan konsumen, penipuan, ulasan palsu, atau pelanggaran lain yang
merugikan konsumen menjadi tantangan bagi pelaku usaha, toko online, dan
pemerintah untuk memastikan keamanan dan pengawasan bagi konsumen.

Berdasarkan data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),
sepanjang tahun 2017, YLKI menerima 642 aduan di luar pengaduan terkait biro
perjalanan umrah. Sehubungan dari jumlah tersebut, aduan dari belanja online
mendominasi dengan 101 laporan. Platform yang paling banyak diadukan adalah
Lazada dengan 18 aduan, diikuti oleh Akulaku dengan 14 aduan, Tokopedia 11
aduan, Bukalapak 9 aduan, Shopee 7 aduan, Blibli.com 5 aduan, JD.ID 4 aduan,
dan Elevenia 3 aduan. Masalah yang sering diadukan meliputi barang yang belum
sampai, produk rusak, kesulitan dalam pengembalian barang, serta proses refund
yang rumit. Sebagian dari masalah ini juga mencakup aduan konsumen yang

berbelanja dari pelaku usaha asing melalui aplikasi online shop tersebut.’

"Pramdia Arhando Julianto, “YLKI: Meski Dirugikan, Konsumen Indonesia Takut
Melapor, https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/19/153100426/ylki--meski-dirugikan-
konsumen-indonesia-takut melapor” (diakses pada 7 Februari 2022)
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian untuk
mengetahui dan mengelaborasikan mengenai tanggung jawab dan perlindungan
hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha ataupun penyedia jasa
asing yang terdapat di marketplace, situs online asing dan media sosial dalam
transaksi jual beli online, jika konsumen mengalami kerugian karena wanprestasi
yang disebabkan oleh pelaku usaha maupun marketplace ditinjau dengan peraturan
yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ilmiah ini memiliki judul
“Perlindungan Hukum bagi Konsumen WNI atas Wanprestasi Oleh Pelaku

Usaha Asing dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online”.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan Masalah dibuat untuk memudahkan dalam mengurai
permasalahan hukum yang ada pada penelitian ini. Adapun permasalahan dalam
penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam
transaksi jual beli online yang melibatkan pelaku usaha asing?

2. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya memberikan
perlindungan bagi konsumen Indonesia atas wanprestasi pelaku

usaha asing dalam transaksi jual beli online?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui, mempelajari, dan menganalisis bentuk
perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli

online yang melibatkan pelaku usaha asing.



b. Untuk mengetahui, mempelajari, dan menganalisis peran
pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan bagi
konsumen Indonesia dari wanprestasi pelaku usaha asing dalam

transaksi jual beli online.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulisan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut adalah:
1. Manfaat Teoritis

a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan
pengetahuan baru tentang bagaimana mekasnisme
perlindungan hukum terhadap konsumen WNI.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan
dan memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan
yang bermanfaat di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan masukan dan pengetahuan untuk masyarakat pada
umumnya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
masukan untuk pemerintah dalam upaya menjamin

perlindungan konsumen di Indonesia.



E. RUANG LINGKUP

Pada penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup yang akan
dibahas, yaitu mengenai bentuk perlindungan bagi konsumen WNI atas wanprestasi
oleh pelaku usaha asing dalam perjanjian jual beli secara online yang ditinjau dari
aspek hukum yang berlaku, serta apa saja akibat hukum atas wanprestasi tersebut.
Beberapa penelitian serupa dilakukan beberapa orang terdahulu membahas masalah
yang sama tetapi kajian yang dilakukan berbeda untuk menghindari plagiarisme
penelitian. Penelitian serupa lainnya juga pernah dilakukan oleh Ruth Serenia
dalam bentuk skripsi yang dipublikasikan pada tahun 2019 dengan judul
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam Transaksi Jual
Beli Pada Situs Belanja Online Shopee dikaitkan dengan UU Perlindungan
Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, penelitian
yang akan penulis lakukan lebih berfokus pada wanprestasi yang dilakukan oleh
pelaku usaha asing dan bagaimana perlindungan hukumnya di Indonesia.
Perbedaan metode penelitian dan sumber bahan hukum juga dapat mempengaruhi
hasil dari penelitian ini secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian kali ini,
memiliki ruang lingkup yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap WNI

atas wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha asing.

F. LANDASAN TEORI
1. Teori Perlindungan Hukum
Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya
melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain, agar

masyarakat bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perlindungan” berasal dari
kata "lindung" yang berarti melindungi, mencegah, mempertahankan, dan
melindungi dari bahaya. Secara umum, perlindungan berarti menjaga atau
melindungi sesuatu dari ancaman, baik itu berupa kepentingan, barang, atau
benda. Perlindungan juga bisa diartikan sebagai bentuk pengayoman yang
diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi melalui
hukum atau menggunakan aturan dan perangkat hukum. Menurut hukum,
perlindungan hukum berarti semua usaha yang dilakukan oleh individu atau
lembaga, baik pemerintah maupun swasta, untuk melindungi,
mengamankan, dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi
manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia.®

Perlindungan hukum pada dasarnya berlaku untuk semua orang, baik pria
maupun wanita. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila,
Indonesia wajib melindungi hak-hak warga negaranya. Perlindungan hukum
ini bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia, baik
sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, dalam kerangka
negara kesatuan yang mengutamakan semangat kekeluargaan demi
mencapai kesejahteraan bersama.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kita bisa memahami bahwa
perlindungan hukum mencerminkan bagaimana hukum berfungsi untuk

mencapai tujuan-tujuan seperti keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.

2022

8 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/ di akses pada tanggal 21 Mei
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Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek
hukum sesuai dengan peraturan yang ada, baik yang bersifat pencegahan
maupun penegakan, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk menegakkan
aturan hukum. Pada penelitian ini, teori perlindungan hukum membantu
penulis menganalisis dan mengkaji bagaimana konsumen WNI dilindungi
dari wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha asing.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)®, pengertian sengketa
adalah; 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran,
atau perbantahan. 2) pertikaian, perselisinan dan 3) perkara (dalam
pengadilan). Pada penelitian ini teori penyelesaian sengketa yang dibahas
adalah teori penyelesaian sengketa menurut hukum perdata internasional.
Sengketa internasional adalah sengketa yang bukan secara eksklusif
merupakan urusan dalam negeri suatu negara.

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas
entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya
diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam
perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks
pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga
mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas
tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Pola hubungan

internasional yang semakin kompleks tersebut membuat semakin banyak

® KBBI Daring, s.v."sengketa", diakses 8 November
2024,kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa
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sengketa di ranah hukum perdata internasional. Maka dari itu diperlukan
cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Pada kontrak internasional terdapat klausula penyelesaian sengketa
melalui kesepakatan, yang dibagi menjadi dua cara yaitu pilihan hukum
(choice of law) dan pilihan forum (choice of jurisdiction). Pilihan hukum
(choice of law) pada dasarnya para pihak diberi kebebasan menentukan
sendiri hukum mana yang berlaku dalam perjanjian sesuai prinsip
kebebasan berkontrak. Sedangkan pilihan forum, yakni para pihak
menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan dan forum mana
yang berlaku jika terjadi sengketa antara para pihak dalam kontrak tersebut.

Penyelesaian sengketa yurisdiksi dapat dilakukan dengan cara:

a. Litigasi

Penyelesaian sengketa dengan litigasi;

1) Penyelesaian sengketa lewat pengadilan

2) Ada sengketa tapi kemudian sengketa tersebut dapat berubah
menjadi tidak sengketa atau dengan kata lain orang yang
mengajukan gugatan ke pengadilan bisa saja telah dalam
persidangan

b. Non litigasi

Penyelesaian sengketa dengan non litigasi yaitu sudah dibuka
kemungkinan oleh hakim pada waktu penyelesaian suatu perkara ke
pengadilan. Hanya saja penyelesaian perkara secara alternatif yang

ditawarkan oleh pihak pengadilan/majelis hakim pada waktu itu masih

10 Siti Masitha Dewi, “https://www.academia.edu/9976222/Makalah Cara Penyelesaian
Sengketa HPI/”, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021
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dalam rangka/ruang lingkup penyelesaian perkara secara litigasi. Salah
satunya adalah dengan cara arbitrase.

Pada penelitian ini, pengaturan tentang penyelesaian sengketa litigasi
dan non litigasi membantu penulis dalam mengkaji dan menganalisis
bagaimana tahapan penyelesaian sengketa apabila pelaku usaha asing
melakukan wanprestasi terhadap pembeli yang merupakan WNI.

3. Teori Peranan Pemerintah

Goverment yang berasal dari bahasa Inggris dan Gouverment merupakan
bahasa Perancis yang keduanya berasal dari bahasa Latin, vyaitu
Gubernaculum, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia menjadi pemerintah atau pemerintahan dan terkadang juga
menjadi penguasa. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan
untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah
tertentu melalui sebuah keputusan.

Pemerintah terdiri dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk
membuat keputusan kolektif bagi masyarakat, dalam arti sempit pemerintah
mengacu pada tingkatan atas dalam lembaga-lembaga tersebut. Penggunaan
kata populer, ‘pemerintah’ mengacu hanya untuk tingkat tertinggi lembaga
politik seperti untuk presiden, perdana menteri dan anggota kabinet. Pada
pemerintahan dalam arti luas, pemerintah terdiri dari semua organisasi yang
dibebankan untuk mencapai dan melaksanakan  keputusan untuk
masyarakat atau melayani kepentingan publik. Berdasarkan definisi

tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pemerintah adalah
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lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan
kolektif bagi masyarakat.!

Pada perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan
dalam tiga golongan besar, yaitu:

1) Peranan alokasi

2) Peranan distribusi

3) Peranan stabilisasi

Peranan alokasi dalam hal ini adalah menyediakan barang yang tidak
disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan
oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat
disediakan melalui transaksi antara pelaku usaha dan konsumen (pasar).
Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini
disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar. Sistem pasar tidak dapat
menyediakan barang/jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang
tersebut yang tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi juga akan
dinikmati oleh orang lain. Contoh barang/jasa yang tidak dapat disediakan
oleh pasar misalnya; jalan, pembersihan udara, listrik dan sebagainya. Lain
halnya dengan barang swasta, yaitu sepatu, baju, dan lain-lain. Berdasarkan
penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, peranan pemerintah
dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-

sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.?

11 Kuncoro, Mudrajad, Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan Edisi 5. UPP STIM
YKPN:Yogyakarta, 2010, him.37

12 Prasetyia, Ferry. “Modul Ekonomi Publik Bagian I : Peran Pemerintah”,Universitas
Brawijaya Malang, 2012, him. 10
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Peranan selanjutnya adalah distribusi. Pada saat mempertimbangkan
distribusi pendapatan, pemerintah menggunakan konsep ekuitas dan
keadilan. Pendapatan didistribusikan dengan melihat pada sejarah, hukum
warisan, pendidikan, mobilitas sosial, kesempatan ekonomi dan beberapa
faktor-faktor lainnya pada suatu negara. Pemerintah dalam hal ini
menggunakan kebijakan fiskal yang lebih luas cakupannya untuk
mengadakan kembali proses distribusi. Pemerintah juga mendistribusikan
kembali pendapatan melalui kebijakan pengeluaran yang telah dikeluarkan
pemerintah. Selain itu, negara juga dapat ikut serta dalam mekanisme pasar
melalui pemberian subsidi, kontrol terhadap harga, dan pengenaan pajak
pada barang mewah.*3

Peranan yang ketiga adalah stabilisasi. Peran stabilisasi adalah fungsi
jangka pendek dari pemerintah. Stabilisasi sangat penting dalam ekonomi
terbuka, yang dapat dilihat sebagai ketidakseimbangan sistem. Maka,
pemerintah harus membuat kebijakan untuk memperbaiki kondisi
ketidakseimbangan tersebut agar tidak berdampak buruk kedepannya.*
Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, teori peranan pemerintah digunakan
untuk mengkaji lebih dalam terkait kebijakan dan bagaimana pengawasan
pemerintah mengenai perjanjian jual beli online antara konsumen WNI dan

pelaku usaha asing.

13 Ibid.
14 Prasetyia, Ferry. “Modul Ekonomi Publik Bagian | : Peran Pemerintah”’,Universitas
Brawijaya Malang, 2012, him. 10
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G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode yuridis normatif kualitatif, yaitu mengkaji, memahami dan
menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum terutama bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum
sebagai seperangkat peraturan di dalam sistem perundang-undangan
yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian hukum
normatif kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan kepustakaan juga dengan pengamatan dan penelaah
dokumen.®®

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberi argumentasi
hukum untuk menentukan benar atau tidaknya suatu peristiwa dan
bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Penelitian ini
dimulai dari suatu peristiwa hukum dan kemudian akan dicari rujukan
atau referensi pada sistem norma seperti peraturan perundang-
undangan, dan asas-asas.®

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua

SMukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2015, him.104
18 1bid.
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Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang
sedang ditangani, pendekatan konsep dilakukan dengan cara memahami
serta mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang
berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk
membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam
penelitian.?” Penulis menggunakan data yang diperoleh langsung dari
responden melalui survei, yang akan mengevaluasi implementasi
regulasi hukum berdasarkan pengalaman dan persepsi masyarakat.
Pendekatan ini juga memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi
masalah hukum dalam konteks nyata yang dialami oleh responden.
3. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini adalah sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-
undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-
undangan.'® Pada penelitian ini bahan hukum primer yaitu
bahan yang diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan
masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian
ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945;

17 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, 2005, him. 93-95
18 Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet.IV:Malang,
2008, him.141
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2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada
buku ketiga tentang perikatan;

3. Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan untuk
Indonesia (1847) atau Algemene Bepalingen van
wetgeving voor Indonesie (AB);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;

8. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan
dengan pembahasan dalam permasalahan skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder vyakni bahan hukum yang

memberikan penjelasan dan erat kaitannya dengan bahan

hukum primer®® seperti buku-buku, literatur, jurnal hukum,

karya ilmiah, ataupun artikel dari media elektronik dan

¥ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet.l:Jakarta, 2004,
him. 119.
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media cetak yang memiliki relevansi dengan penulisan
penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni sebagai penunjang bahan hukum
primer dan sekunder yang berfungsi untuk memberikan
pemahaman maupun petunjuk atas bahan hukum lainnya.
Bahan hukum yang dimaksud adalah Kamus Besar Bahasa
Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam
penulisan penelitian ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum
(library research) dan hasil survei. Penelitian kepustakaan bersumber
dari peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum. Kuesioner
terbuka (survei) digunakan untuk mengumpulkan tanggapan dari
sejumlah responden dengan memberikan keleluasaan kepada responden
untuk menjawab berdasarkan perspektif mereka, sehingga data yang
diperoleh lebih variatif dan kaya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik preskriptif dekriptif analisis. Pendekatan
deskriptif-analitis, yang melibatkan proses pengolahan dan pengkajian
data yang dikumpulkan baik dari survei kualitatif maupun dari bahan
hukum sekunder yang diperoleh dari literatur. Pada analisis ini, peneliti

membandingkan data empirik yang diperoleh dari survei dengan norma
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hukum yang ada, yaitu peraturan perundang-undangan, asas-asas
hukum, dan yurisprudensi.
. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan induktif, di mana hasil analisis dari survei kualitatif dan
bahan hukum dirangkum secara sistematis. Proses ini meliputi reduksi
data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam
bentuk narasi dan tabel guna mempermudah pemahaman, serta
verifikasi kesimpulan dengan membandingkan hasil sementara dengan
bahan hukum dan kasus-kasus terkait, sehingga memastikan validitas

dan kekuatan kesimpulan yang diambil
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